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WALI KOTA BAUBAU
PROVINS] SULAWESI TENGGARA

J
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 3% TAHUN 2024

| TENTANG

RENCANA I&[ERJ A PEMERINTAH DAERAH
KOTA BAUBAU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ,
\Y’ALI KOTA BAUBAU

Menimbang : bahwa u;ntuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263 dan Pasal
264 aydt (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun ?023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti'
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi | Undang-Undang, maka sebagai penjabaran
pelak 1aan Rencana Pembangunan Daerah Kota Baubau
Tahun 2025, dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tePHng Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota

Baubau 'iTahun 2025;

Mengingat : 1. |Pasal 18|T ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. |Undang{Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang

Pembenfluuka.n Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik
Indonesila Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara iFerublik Indonesia Nomor 4120);

3. |Undang!Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencahaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
].cmba.rafin Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4, Undang!!Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembar:lan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor TI'TOO];
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ndang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang
emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
ndonesig Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
egara Republik indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor .6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik| Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
| em n Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-

ndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerahé'(Fembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4n’ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6"[57);

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi| Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar | Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Peratur

C

11.

12.

10.

Negara |

Perat

Pengelo
Indonesi
Negara R

Peratura
Laporan
Daerah
Nomor é
Nomor 6

tentang

Panjang

Kerja

Peratur
tentang

epublik Indonesia Nomor 6178);

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik

a Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
2epublik Indonesia Nomor 6322);

n Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembar'f!gunan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Pemerintah Daerah
Indonesja Tahun 2017 Nomor 1312);

Jangka  Panjang Daerah, Rencana

{Berita Negara Republik

Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
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Menetapkan PERA
PEM]
Dalam Peraturan Wali
1.
2.
3.
4,

13.

14.

15.

16.

17.

l

L

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang ; Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara RL‘:publik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 Perubahan Atas Kepetusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerabh; |

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016
Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah ' Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubah!an atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah 'Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau
Tahun 2021 Nomor 2);

Perature';n Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2019
tentang' Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Baubau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota
Baubau|Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2023
tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Baubauﬂ Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota
Baubau Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

\TURAN | WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA
ERINTAH DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2025.

|

i BAB I

'KETENTUAN UMUM

|

Pasal 1

1

Kota ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Bat.iibau.

Pemerintah Dfaerah al'dalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Dgerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenang?n daerah otonom.

i

Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan R

at Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangjan daerah.




'S. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan
pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan,
mensinergikan dan mengharmonisasikan, penyusunan, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

6. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya
disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 |sampai dengan tahun
2026.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencar 1aan Perangkat Daerah
untuk periode S (lima} tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya'disingkat RKP adalah dokumen
perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya |disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)|tahun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yangl selanjytnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Pg¢rangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

11. Kebijjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan| serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.’

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang sela\njutnya disingkat PPAS

adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap ;)rogram sebagai acuan

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan Kkerja perangkat
daerah.

BAB 11 |
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD tahun 2025 merupakan pembangunan daerah dalarh jangka waktu 1 (satu)
tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.

Pasal 3

(1) RKPD tahun 2025 memuat rancangan kerangka ekpnomi daerah, program
prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja [dan pendanaan untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan

sistematika sebagai berikut : [I
1
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‘BAB 1 : Pendahuluan
BARII :Gambaran Umum Kondisi Daerah

BABIII : Kerangka

E]mnomi'r Daerah dan Keuangan Daerah

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB VII : Penutup

(3) Uraian secara rinci
digunakan sebagai

|
RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berikut :

a. Pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2024.

b. Pedoman bagi perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah
dan RKA Perangkat Daerah.

Dalam hal Rencana
dalamn Pasal 3 berbed
dengan DPRD, maka Kl

’ Pasal 4

erja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud
dengan KUA dan PPAS Tahun 2025 hasil pembahasan
UA dan PPAS Tahun 2025 hasil pembahasan dengan DPRD

menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD

Tahun Anggaran 2025.

(1) Perangkat Daerah
pelaksanaan rencai
kegiatan dan indik
ditetapkan dalam R

|

! Pasal 5
membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas
na kerja *:lan anggaran yang berisi uraian tentang kelurahan
ator kinerja dari masing-masing terget sasaran yang telah
KPD Tahun 2025 dan/atau APBD Tahun Anggaran 2025.

(2) Laporan sebagai

a dlmgiksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala

Bappeda dan Kepdla Bada.n Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah paling

lambat 14 (empat

elas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(3} Laporan kinerja menjadi ma'}‘a‘sukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan
evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat
Daerah yang bersangkutan.




BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ir}i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
1

Agar setiap orang mengetahuihya, memerintahkan perundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penerppatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Diundangkan di Ba
pada tanggal, 9 Jj

Pj. SEKRETARIS DAER

5 —

LA ODE FASIKIN

BERITA DAERAH KOT;

Ditetapkan di Baubau
' pada al, !9 Juki 2024

Pj. W BAUBAU,

MUH. RASMAN MANAFI

ubau
i 2024 - e
AH KOTA BAUBAU, PARAF KOORDINAS] - |
| NO.| INSTANSVUNITKERJA | PARAF |
1. | SEFA .
e ;‘ 2 | aastey ) _
— 3. |- esppena |
4. | kaese: Hueum
| 5 | e prep D %‘

A BAUBA!U TAHUN 2024 NOMOR . 40




